
BUPATI BONE BOLANGO
PROVINSI GORONTAL0

PERATURAN BUPATI BONE BOLANG0
NOMOR    24     TAHUN2020

TENTANG

KEBIJAKAN KABUPATEN LAYAK ANAK

DENCIAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

Menimbang :      a.    bahwa setiap anak mempunyai hak hidup, tumbuh, berkembang,
dan   berpartisipasi   secara   wajar   sesuai   dengan   harkat   dan
marfubat    kemanusiaan    serta    mendapat    perlindungan    dari
tindakan kekerasan dan diskriminasi;

b.    bahwa        untuk        mewujudkan        pembangunan        dengan
mengarusutamakan    hak~hak    anak    melalui    pengintegrasian

program kesejahteraan dan perlindungan anak ke dalam program
pembangunan Kabupaten, Kecamatan dan Desa/ Kelurahari yang
responsif  terhadap   kebutuhan   anak,   diperlukan   upaya  yang
sungguh-sungguh   dari   Pemerintah   Daerah,   masyarakat   dan
dunia usaha melalui pengembangan Kabupaten Layak Anak;

c.    bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana  dimaksud  pada
huruf a dan  huruf b,  perlu  menetapkan  Peraturan Bupati  Bone
Bolango tentang Kabupaten Layak Anak;

Mengingat            :  1.   Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1979  tentang  Kesejahteraan
Anak (I.embaran Negara Republik Indonesia Tahun  1979 Nomor

32, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3143);

2.
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Undang-Undang  Nomor  38  Tahun  2000  tentang  Pembentukan
Provinsi Gorontalo (I,embaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000  Nomor  258,  Tambahan  Lembaran  Negara  Tahun   1974
Nomor 3041);

Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan
Anak   (   Lembaran   Negara   Republik   Indonesia   Tahun   2002
Nomor  109,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia

Nomor 4235) ;

Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2003  tentang  Pembentukan
Kabupaten  Bone  Bolango  dan  Kabupaten  Pohuwati  di  Provinsi



Gorontalo    (Lembaran    Negara    Tchun    2003    Nomor    258,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4269);

5.   Undang-Undang   Nomor   17   Tahun   2003   tentang   Keuangan
Negara  (I.embaran  Negara  Republik     Indonesia  Taliun  2003
Nomor  47,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 4286) ;

6.   Undang-Undang Nomor 1  Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara  (Lembaran   NeganaL  Republik     Indonesia  Tahun  2004

Nomor   5,   Tambahan   Lembaran   Negara   Republik   Indonesia
Nomor 4355) ;

7.   Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2004  tentang  Peneriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik   Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

8.   Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004  tentang  Perimbangan
Keuangan  Antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor  126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

9.   Undang-Undang Nomor 23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan
Daerah   (Lembaran   Negara   Republik  Indonesia  Tahun   2014
Nomor  244  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan    Undang-Undang    Nomor    9    Tahun    2015    tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tchun 2014
tentang   Pemerintahan   Daerah   (I+embaran   Negara   Republik
Indonesia Tahun 2015  Nomor 58 Tambahan Lembaran  Negara
Republik Indonesia Nomor 5679) ;

10. Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014  tentang  Administrasi
Pemerintahan   (Lembaran   Negara   Republik  Indonesia  Tahun
2014    Nomor    292    Tambahan    Iiembaran    Negara    Republik
Indonesia Nomor 5601 );

13.Peraturan    Pemerintah    Nomor    35    Tahun    2010    tentang
Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  20  tahun  2009  tentang
Gelar,  Tanda Jasa,  dan Tanda  Kehormatan  (Lembaran  Negara
Republik  Indonesia Tahun  2010  Nomor  43,  Talnbahan  Negara
Republik Indonesia Nomor 5 1 15) ;

14.Peraturan    Pemerintah    Nomor     12    Tahun    2019    tentang
Pengelolaan   Keuangan   Daerah   (Lembaran   Negara   Republik



Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

15. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Bone  Bolango  Nomor  7  Tahun
2019   tentang   Anggaran   Pendapatan   dan   Belaitja   Daerah
Kabupaten Bone Bolango Tahun 2020;

16.Peraturan     Daerah     Kabupaten     Bone     Bolango     Nomor    9
Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban
Kekerasrm;

Memperhatikan :  1.   Peraturan  Presiden  Republik Indonesia Nomor 69  Tahun  2008
tentang  Gugus  Tugas   Pencegahan   dan   Penanganan  Tindak
Pidana Perdagangan Orang;

2.   Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun  1990
tentang  Pengesahan  Convention  On  The  Rights  Of The  Child

(Konvensi tentang Hak-Hak Anak) ;
3.   Keputuari      Presiden      Republik      Indonesia      Nomor      77

Tahun   2013   tentang   Komisi   Perlindungan   Anak   Indonesia

(KPAI);

4.   Instruksi  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  5  Tahun  2014
tentang  Gerakan  Nasional  Anti  Kejahatan  Seksual  Terhadap
Anak dan Menyusun Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan
Terhadap Anak 2016-2020;

5.   Peraturan   Menteri   Negara   Pemberdayaan   Perempuan   dan
Perlindungan  Anak  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2009
tentang Kebijakan Kabupaten/ Kota lnyak Anak;

6.   Peraturan   Menteri   Negara   Pemberdayaan   Perempuan   dan
Perlindungan  Anak Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2011

tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota I.ayak Anak;

MBMUTUSKAN :

Menetapkan :  PERATURAN     BUPATI     BONE     BOIANGO     TENTANG     KEBIJAKAN
KABUPATEN IAYAK ANAK

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan :
1.  Daerah adalal Kabupaten Bone Bolango.
2.  Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.
3.  Bupati adalah Bupati Bone Bolango.
4.   Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango.



5.   Satuan  Keria  Perangkat  Daerah  yang  selanjutnya  disinghat  SKPD
adalah   Organisasi   Perangkat   Daerah   di   Lin9kungan   Pemerintah
Kabupaten Bone Bolango.

6.   Dinas      Pengendalian      Penduduk,      Keluarga      Berencana      dan
Pemberdayaan   Perempuan   Perlindungan   Anak   yang   selanjutnya
disingkat  dengan  DPPKBPPPA  adalah  DPPKBPPPA  Kabupaten  Bone
Bolango.

7.   Desa/Kelurahan adalah Desa/Kelurahan di wilayah Kabupaten Bone
Bolan8O.

8.   Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun,
termasuk anak yang masih da]am kandungan.

9.   I,ayak adalah kondisi fisik dan non fisik suatu Wilayah dimana aspek-
aspek   kehidupannya   memenuhi   unsur-unsur  yang   diatur   dalaln
Konvensi Hak Anak dan/atau Undang-Undang Perlindungan Anak.

10. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah sistem

pembangunan   satu   wilayah   administrasi   yang   mengintegrasikan
komitmen dan sumber daya Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha
yang terencaria secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program
dan kegiatan pemenuhan hak anak.

11. Pembentukan  KLA  adalah  pedoman  penyelenggaraan  pembangunan
daerah    melalui    pengintegrasian    komitmen    dan    sumber    daya
Pemerintah,  masyarakat,  dan  dunia  usaha  yang  terencana  secara
menyeluruh dan berkelanjutan untuk memenuhi hak anak.

12. Deca/Kelurahan  I.ayak Anck  adalah  pembangunan  Desra/Kelurahan

yang    menyatuhan    komitmen    dan    sumber    daya    Pemerintah
Desa/ Kelurahan yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang
berada     di     Desa/Kelurahan     dalam     rangka     mempromosikan,
melindungi,    memenuhi,    dan   menghormati   hak-hak   anak   yang
direncanakan secara sadar dan berkelanjutan.

13. Rencana Aksi Daerah KIA yang selanjutnya disebut RAD KLA adalah
dokumen rencana yang memuat prograln/kegiatan secara terintegrasi,
dan  terukur  yang  dflakukan  oleh  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah
dalam jangka waktu tertentu, sebagai instrumen dalam mewujudkan
KLA.

14. Rencana   Aksi   Kecamatan,   Desa/Kelurahan   Ramah   Anak   adalah
dokumen rencana yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi
dan  terukur yang disusun  oleh  Kecamatan,  Desa/Kelurahan  dalam

jangka   walrfu   tertentu,   sebagal   instrumen   dalan   mewujudkan
Kecalmtan, Desa/Kelurahan I.ayak Anak.



15. Gugus  Tugas  KLA adalah  lembaga  koordinatif di  tingkat  kabupaten

yang  mengkoordinasikan  kebijakan,  program,  dan  kegiatan  untuk
meunjudkan KLA.

16. Indikator  adalah  variabel  yang  membantu   dalam  mengukur   dan
memberikan nilal terhadap Pemerintah Daerah dalarn mengupayakan
terpenuhi hak anak untuk terwujudnya KLA.

17. Petunjuk  Teknis  KLA  adalah  dokumen  yang  menjadi  acuan  bagi
Pemerintah  Kabupaten/Kota  khususnya  Gugus  Tugas  KLA  dalam
memahami  dan  memberikan  kesamaan  persepsi  tentang  indikator
KLA beserta implementasi pencapaian indikatomya.

BAB 11

PRINSIP DAN TUJUAN

Bagian Kesratu

Fhinsip

Pasal 2
Prinsip Kebijakan KLA terdiri dari :

a.   non  diskriminasi  yaitu  tidak  membedakan  suku,  ras,  agama,  jenis
kelamin,   status   sosial,   status   ekonomi,   asal   usul,   kondisi   fisik
maupun psikis anak;

b.   kepentingan terbaik anak yaitu mewajibkan kepentingan terbalk bagi
anak  sebagai  pertimbangan  dalam  setiap  pengambilan  keputusan

yang       dilakukan       oleh       Pemerintah       Daerah ,       Kecamatan ,
Desa/Kelurahan,  dan  lembaga  lainnya yang  berhubungan  langsung
maupun tidak langsung dengan anak;

c.   hak  untuk  hidup,   kelangsungan  hidup  dan   perkembangan  yaitu
melindungi hak asasi anak sebagai hak dasar dalam kehidupan anak

yang   dilindunri   oleh   negara,    Pemerintah    Daerah,    masyarakat,
keluarga dan orang tua; dan

d.   penghargaan terhadap pendapat anak yaitu penghomiatan atas hak-
hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam

pengambilan   keputusan   terutama  jika   menyangkut   hal-hal  yang
mempengaruhi kehidupan anak.

Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 3

Tujuan Kebijakan KIA adalah :
a.   meningkatkan       komitmen       Pemerintah       Daerah,       Kecamatan,

Desa/ Kelurahan dan masyarakat, dan dunia usaha di wilayah Daerah



dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap anak
memenuhi  serta  melayani  kebutuhan  dan  kepentingan  terbajk  bagi
anak;

b.   mengintregasikan  seluruh potensi  sumber daya manusia,  keuangan,
sarana,  prasarana,  yang  ada  pada  Pemerintah  Daerah,  Kecamatan,
Desa/Kelurahan    dan    masyarakat    di    wilayah     Daerah    dalam
mewujudkan pemenuhan hak-hak anak; dan

c.   mengimplementasikan      kebijakan      perlindungan     anak     melalui

perumusan  strategi  dan  perencanaan  pembangunan  Daerah  secara
menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan lndikator KLA.

BAB Ill

RUANG LINGKUP DAN SASARAN

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup
Pasal 4

Ruang lingkup Kebijakan KLA :

a.   pembangunan di bidang sipil dan kebebasan, kesehatan, pendidikan,

perlindungan,  kesejahteraan sosial,  lingkungan hidup,  hak dan yang
secara   langsung   maupun   tidak   langsung   berhubungan   dengan
implementasi pemenuhan hak-hak anak;

b.   aspek  pembiayaan,  sumber  daya,  pengawasan,  pengembangan,  dan
keterwakilan   aspirasi   dan   kepentingan   anak   dalam   pengambilan
keputusan pembangunan daerah,

Bagian Kedua

Sasaran
Pasal 5

( 1)  Sasaran Kebijakan KLA meliputi sasaran antara dan sasaran akhir.
(2)  Sasaran antara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a.   Iembaga eksekutif;

b.   Iembaga  perwakilan  rakyat  daerah  sebagai  unsur  penyelenggara

pemerintahan daerah ;
c.    Iembaga yudikatif;

d.   organisasi non pemerintah;
e.   duniausaha; dan
f.    masyarakat.

(3)  Sasaran akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  adalah keluarga
dan anak.



Pasal 6

(1)   Kebijakan  KIA  merupakan  pelaksanaan  perlindungan  anak  yang
merupake salah satu bagian urLisan Pemerintah Daerah, yang harus
terintegrasi    dalm    pereneanaan,    pengrnggaran,    pelaksanaan,
pemantauan,   dan   evaluasi   atas   kchijckan   program   kegiatan   di
masing-masing OPD terkait.

(2)  Pemerintah  Daeral  bertanggung jawab  terhadap  pelaksanaan  KIA
dan  melakukan  kcordinasi  dan  memfasilitasi  pelaksanaan  KIA  di
Kecalnatan, Desa/ Kelurahan.

BAB IV

KELEMBAGiEN

Bagian Kesatu
Gugus Tugas KLA

Pasal 7

( 1 ) Dalam rangka efektifitas pelaksanaan kebijakan KIA dibentuk Gugus
Tugas KIA dengan Keputusan Bupati.

(2)  Gugus    Thgas     KIA     sebagainana     dimaksud     pada     ayat     (1)
beranggotakan   dari   unsur   eksekutif,   1embaga   perwaldlan   rakyat
daerah sebagal unsur penyelenggara Pemerintahan Dacrah, yudikatif

yang membidangi anak, perguruan tinggi, organisasi non Pemerintah,
orgarrisasi sosial kemasyarakatan dan If mhagr Swadaya Masryarakat
dan duha usaha.

(3)  Gugus Thgas  KLA diketuai  oleh  Sekretaris  Daerah  Kabupaten  Bone
Bolango Walril Ketua oleh  Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Kabupaten Bone Bolango.

(4)  Untuk   membantu   kelancaran   pelaksanaan   Gugus   Tugas   KLA,
dibentuk   Sekretarint   Tetap   (Sektap)   yang   bertugas   memberikan
dukurgri  tehais dan  ndministratif )cepada Gugus Tucas  KIA yang
berkedudukan di DPPKBPPPA Kabupaten Bone Bolango.

Bagian Kedua
Tugas Pokok Gugus Tugas KIA

Pasal 8

Tugas Pokok Gugus Tugas KIA :
a.   merumushan dan menyusun kebijakan KLA;
b.   men8koordinasikan pelaksanaan kebijakan dan pengembangan KLA;
c.   menetapl{an tugas dan peran keanggotaan Gugus Tugas KLA;
d.   menentukan     fokus     dan     prioritas     pl.ogram/kegiatan     untuk

meunjudkan  KIA;



e.    menyusun  RAD  KLA  sebagai  dokumen  perencanaan  yang  memuat

program/kegiatan   secara   terintegrasi   dan   terukur   dalam  jan8ka
waktu tertentu dan mekanisme keria;

f.    melakukan  sosialisasi,  advokasi,  komunikasi  infomiasi  dan  edukasi
kebijakan KLA;

9.   memberikan    asistensi    dan    pendampingan    kepada    Kecamatan,
Desa/ Kelurahan model;

h.   menyiapkan Naskah Akademik Peraturan Daerah dan atau Peraturan
Bupati tentang Perlindungan Anak; dan

i.  melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap implementasi
kebijakan  KLA  di  tingkat  Kabupaten,  Kecamatan  dan  Desa  model
sesuai dengan rencana aksi yang ada.

Bagian Ketiga

Rencana Aksi Daerah KLA

Pasal 9

(1)  Pelaksanaan  Kebijakan  KLA  disusun  dalam  RAD  KLA,  yang  berlaku
mulai Tahun 2019-2021.

(2)  RAD  KLA  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  menjabarkan  dan
mengimplementasikan    indikator    KLA    yang    meliputi    penguatan
kelembagaan dan 5 (lima) kluster hak anak.

(3)  Pelaksanaan    RAD    KLA    sebagaimana    dimaksud    pada    ayat    (1)
tercantum dalam Lanpiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Kecamatan, Desa/ Kelurahan Layak Anak
Pasal  10

( 1 ) Kecamatan bertanggungjawab melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan
mediasi  dengan  Gugus  Tugas  KLA  Kecamatan  dalam  mewujudkan
Kecamatan Layak Anak.

(2)  Pemerintah      Desa/Kelurahan      bertanggungjawab      melaksanakan
koordinasi,    fasihitasi    dan    mediasi    dengan    Gugus    Tugas    KLA

Kecamatan dalam mewujudkan Desa/ Kelurahan Layak Anak.

(3)  Dalam rangka mewujudkan Kecamatan, Desa/Kelurahan I,ayak Anak,
Kecamatan/Desa/Kelurahan   menyusun   Rencana   Aksi   Kecamatan,
Rencana Aksi Desa/Rencana Aksi Kelurahan untuk 3 (tiga) tahun.

(4)  Materi  Rencana  Aksi  Kecamatan,  Rencana  Aksi  Desa/Rencana  Aksi
Kelurahan meliputi :

a.   penelaahan kebutuhan Kecamatan, Desa/ Kelurahan Layak Anak;
b.   harmonisasi kebijakan perlindungan anak;



c.   pelayanan  dasar  kesehatan,  rujukan,  penyelidikan  epidemiologi

penanggulangan  Kejadian  Luar  Biasa  (KLB)  dan  pemberdayaan
masyarakat di bidang kesehatan;

d.   pelayanan  pendidikan  dasar,   menengah  umum  dan  kejuruan,
formal dan non formal;

e.   perlindungan  anak  di  bidang  hak  sipil,  partisipasi,  dan  program
bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;

f.    pelayanan bidang perumahan, sarana dan pra§arana lingkungan,
serta pelayanan fasilifas umum; dan

9.   pelayanan   lingkungan   hidup,   kebutuhan   dasar   sanitasi   dan
penanganan aldbatnya.

(5)  Perumusan  Rencana  Aksi  Desa  ditetapkan  dalam  Peraturan  Kepala
Desra.

BABV

PENILAIAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesratu

Penilaian Keberhasilan KLA
Pasal 1 1

( 1 )  Untuk menilai keberhasilan pelaksanaan Kecamatan I.ayak Anak yang
menggunakan   sistem   penilaian   KIA   berdasarkan   indikator  yang
ditetapkan.

(2)  Penilaian  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dilakukan  oleh  Tim
Evaluasi KLA tingkat Kabupaten untuk melakukan penilaian/evaluasi
Kecamatan I.ayak Anak.

(3)  Sisteln penilaian sebagalmana dimaksud pada ayat ( 1)  menggunakan
indikator Kecamatan dan Desa/ Kelurahan kayak Anak yang meliputi

penguatan kelembagaan dan 5 (lima) kluster hak anak.
(4)  Sistem  penilaian  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  ditetapkan

lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Kedua
Pelaporan dan Pertangguned awaban

Pasal 12

(1)  Gugus    Tugas    KIA    menyalnpalkan    pelaporan    hasil    penilalan
keberhasilan KLA Tingkat Kecamatan,  Desa/ Kelurahan serta laporan

pertanggungjawaban pelcksanaan KIA kepada Bupati.
(2)  Selanjutnya Bupati Bone Bolango akan melaporkan pelaksanaan KLA

secara    beljenjang     kepada     Gubemur,     Menteri     Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.



BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 13
Biaya   penyelenggaraan   Kebijakan   KLA   dibebankan   pada   Dokumen
Pelaksanaan Anggaran SKPD terkait yang tergabung dalan Gugus Tugas
KLA setiap tahunnya serta sumber dana lain yang sah.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 14
Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya,  memerintalkan pengundangan
Peraturan  ini  dengan  penempatannya  dalam  Berita  Daerah  Kabupaten
Bone Bolango.

PAEN mBRAREs/
WAIHL BUPATI :77`

SEroA ``

ASISTEH I i,EL

ASISTBH 11 :#\
AfflsTEH Ill .Jn
REPALA DIHAS   : * `

HLABID :#
\

Diundan8kan di Suwawa
pada tanggal            12    Mei 2020

PEMBINA UTAMA MADYA
NIP.196411061991031005

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANG0 TAHUN 2020 NOMOR 24



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
SEKRETARIAT DAERAH

KABUPATEN BONE BOLANGO
J1.n. Prof DR.Ing.B.J.Hahibie No.1  PUSAT PBRKANTORAN BONE BOIANGo

Nomor :  180/Hkm-Ks/Setda/  /2020

OBJEK

Suwawa,        Maret  2020

Kepada Yth,
Bupati  Bone Bolango
Di
Tempat

LEMBAR HARMONISASI PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

: PBRATURAN    BUPATI    BONE    BOLANGO    TENTANG    KEBIJAKAN

KABUPATEN LAYAK ANAK

PENGELOLA   : DINAS    PENGENDALIAN    PENDUDUK,    KELUARGA    BERENCANA

DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK

CATATAN          : TELAH MEMENUHI PROSES HARMONISASI

LAMPIRAN        :  1  (Satu)Berkas

UNTUK : Mohon   Persetujuan   dan   Tanda  Tangan   Atas   Peraturan   Bupati
Bone Bolango

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA

NIP.19730606 2006041031



Kepada

Dari

Nomor

Si fat

Perihal

Dasar

PEMERINTAH IIABUPATEN BONE BOLANGO
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
ALAMAT:Jl.Prod.Dr.Ing.nlHabibieg±g___ Ulantha lfec.Suwa\hra

TELAAHAN STAF

:     Yth.  Bupati Bone Bolango

:     Kepala  Dinas  pengendalian  penduduk  Keluarga  Berencana  dan       Pemberdayaan

Perempuan dan  Perlindungan Anak Kabupaten  Bone Bolango

:     490/DP2KB&P3A-BB/4l  ///-'  /2020

:      Penting

:      Permohonan  penerbitan  peraturan Bupati tentang pembentukan  KLA

:    a.     Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  1997  tentang  Pengadilan  Anak  (Lembaran

Negara  Republik  Tahun  1997 Nomor 3 (Tambahan  Lembaran  Negara  Republik

Indonesia  Nomor 3668 );

b.    Undang   -   undang   Nomor   4   Tahun    1979   tentang   Kesejahteraan   Anak

(Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 3143 );

c.    UU  Nomor  06 Tahun  2003 Tentang  Pembentukan  Kabupaten  Pohuwato  dan

Kabupaten Bone Bolango Provinsi  Gorontalo

d.    UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan acts UU Nomor 23 Tahun 2002

Tentang Perlindungan Anak;

e.    Peraturan  Menteri  Negara  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak

Republik  Indonesia  Nomor  2 Tahun  2009  tentang  Kebijakan  Kabupaten/Kota

Layak Anak;

f.      Peraturan  Menteri  Negara pemberdayaan  perempuan  dan  perlindungan Anak

Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2011  tentang  Kebijakan  Pengembangan

Kabupaten/Kota Layak Anak;

9.     Peraturan  Daerah  Kabupaten  Bone  Bolang
Pembentukan dan Sususnan

Penduduk,  KB

Bone Bolango

Pertimbangan:  a.      Anak   adalah   amanah dan   sekalig

senan  tiasa  harus  dijaga

hak -   hak sebagai manusi

sisi  kehidupan berban

karen

generasi penerus cita -cita bangs

lam  diri

dijunjung

2016  Tentang

dalian

nak  KabupatenL-
YtryMaha  esa  yang
t  harkat  martabat  dan

yLMk
nggi  oleh  semua  pihak.  Dari



Saran

b.      Kabupaten     Layak     Anak     adalah     Kabupaten     yang     mempunyai     sistem

Pembangunan   berbasis   Hak   Anak   melalui   pengintegrasian   komitmen   dan

sumber daya Pemerintah, Masyarakat dan Dunia Usaha yang terencana secara

menyeluruh  dan  berkelanjutan  dalam  kebijakan  program  dan  kegiatan  untuk

menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak ;

Berkenan  dengan  hal  tersebut  di  atas,  maka  kami  memohon  kepada  Bapak

Bupati  kiranya  dapat  menyetujui  Permohonan  Penerbitan   Peraturan  Bupati

tentang Pembentukan  KLA.

Demikian   telaahan    ini   disampaikan   sebagai    bahan   pertimbangan

untuk realisasi pelaksanaan. Atas persetujuan  Bapak diucapkan Terima Kasih.

Bone Bolango,                 2020.


